
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang 
Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, 
Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4116); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
130, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nornor 5049); 

bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan 
kepada wajib pajak dan intensifikasi penerimaan 
Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan penetapan 
Wali Kota serta penyesuaian terhadap perkembangan 
peraturan perundang-undangan, perlu dilakukan 
penyempumaan terhadap Peraturan Wali Kota Cimahi 
Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemungutan 
Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan 
Wali Kota, yang diatur dalam Peraturan Wali Kota; 

WALT KOTA CTMAHI, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

Mengingat 

Menimbang 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA CIMAHI NOMOR 5 TAHUN 
2015 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH YANG 

DIPUNGUT BERDASARKAN PENETAPAN W ALI KOTA 

TENTANG 

PERATURAN WALT KOTA CIMAHI 
NO MOR to \ °'.'v\ v.,.., 1;:) I&'> 

BERITA DAERAH KOTA C!MAHI 
NOMOR '?~ 8 1 o.1..-\'""'" !Z.t>i g 



Pasal I 
Beberapa ketentuan dalam Pcraturan Wali Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 
2015 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah Yang Dipungut 
Berdasarkan Penetapan Wali Kota (Berita Daerah Kota Cimahi 
Tahun 2015 Nomor 243) diubah sebagai berikut : 

MEMUTUSKAN : 
PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN 
ATAS PERATURAN WALI KOTA CIMAHI NOMOR 5 
TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA 
PEMUNGUTJ\N PAJAK DAERAH YANG DIPUNGUT 
BERDJ\SARKAN PENETAPAN WALI KOTA. 

Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2015 
tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah 
yang di Pungut berdasarkan Penetapan Wali Kota 
(Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2015 
Nomor 243); 

5. 

Peraturan Daerah Kota Cimahi Nornor 9 Tahun 
2011 tentang Pajak Daerah Kota Cimahi 
(Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2011 
Nomor 122 Seri B) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 
Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan 
Daerah Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2011 tentang 
Pajak Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah 
Kota Cimahi Tahun 2014 Nomor 175); 

4. 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
lndonesia Tahun 201 4 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tarnbahan 
Lembaran Negara Republik lndonesia 
Nomor 5679); 

3. 

Menetapkan 



13. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang 
bertanggung jawab alas Pembayaran Pajak termasuk wakil yang 
menjalankan hak memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut 
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 

10. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah pajak 
daerah yang dipungut berdasarkan penetapan Wali Kota. 

11. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat 
dikenakan Pajak. 

12. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar 
pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai 
hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. 

9. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai pada Bappenda yang diberi 
tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

8. Bendahara Umum Daerah adalah Bendahara Umum Daerah 
Kota Cimahi. 

7. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjutnya 
disingkat BPKAD, adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset 
Daerah Kata Cimahi. 

6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang 
selanjutnya disingkat DPMPTSP, adalah Instansi yang menangani 
Pelayanan Perizinan Kata Cimah i. 

5. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah, yang selanjutnya 
disebut Kepala Badan, adalah Kepala Badan Pengelola Pendapatan 
Daerah Kota Cimahi. 

4. Badan Pengelola Pendapatan Daerah, yang selanjutnya discbut 
Bappenda, adalah Badan Pengelola Pendapatan Daerah 
Kata Cimahi. 

3. Wali Kata adalah Wali Kota Cimahi. 

2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kata sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

Pasal 1 

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Cimahi. 

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sebingga berbunyi sebagai berikut: 



25. Meter Air adalah alat ukur pcngambilan Air Tanah. 

24. Air Tanah adalah air yang terdapat. dalam lapisan tanah atau 
batuan di bawah permukaan tanah, 

22. Ketinggian Reklame adalah jarak tegak lurus penyelcnggaraan 
reklame yang diukur rnulai dari permukaan tanah sampai ambang 
paling atas bidang reklame. 

23. Pajak Air Tanah adalah Pajak atas pengambilan dan / atau 
pemanfaatan Air Tanah. 

21. Sudut Pandang Reklame adalah arah hadap Reklame yang dilihat 
dari jumlah persimpangan dan arah jalan. 

20. Kelas Jalan Reklame adalah klasifikasi jalan menurut tingkat 
strategis dan komersial untuk penyelenggaraan reklame. 

19. Kawasan Reklame adalah wilayah dengan batasan-batasan 
tertentu sesuai dengan pernanfaatan wilayah tersebut yang dapat 
dipergunakan untuk pemasangan Reklame. 

18. Nilai Sewa Reklame, yang selanjutnya disingkat NSR, adalah nilai 
yang ditetapkan sebagai dasar pengenaan Pajak Reklame. 

1 7. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk 
dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersil 
memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk 
menarik perhatian umurn terhadap barang, jasa, badan atau 
orang yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau 
dinikmati oleh umum. 

16. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan Reklame. 

15. Tempat Pelayanan Pajak Terpadu, yang selanjutnya disingkat 
TPPT, adalah tempat yang disediakan oleh Dinas untuk 
memberikan pelayanan perpajakan kepada Wajib Pajak. 

14. Sadan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang 
merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang 
tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, 
Perseroan Komanditer, perseroan lainnya. Badan Usaha Milik 
Negara (BUMN) Badan U saha Milik Daerah (BUMD) dengan nama 
dan dalam bentuk apapun, Firma kongsi Koperasi, dana pensiun, 
persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi 
sosial politik, atau organisasi lainnya, lernbaga dan bentuk badan 
lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk 
usaha tetap. 



36. Kua1itas Sumber Air adalah mutu Air Tanah sebagai bahan baku 
air minum. 

35. Zona Kritis adalah wilayah dimana air tanah mulai sulit diperoleh 
karena cadangannya telah sangat berkurang, permukaan air 
tan ah sangat dalam dan kualitas air menunj ukkan penurunan 
serta menunjukkan adanya penurunan permukaan tanah. 

34. Zona Rawan adalah wilayah dengan kondisi Air Tanah masih baik, 
dari segi kualitas maupun kuantitas, walaupun terjadi penurunan 
pcrmukaan Air Tanah tetapi masih dalam skala kecil dan 
masyarakat rnasih mudah untuk mendapatkan Air Tanah. 

33. Zona Aman adalah wilayah dengan kondisi Air Tanah masih baik, 
dari segi kualitas maupun kuantitas, vegetasi masih cukup lebat 
yang menjamin proses infiltrasi air tanah ke dalam tanah masih 
dapat berjalan baik dan lancar. 

32. Zona Pengambilan Air Tanah, yang selanjutnya disebut Zona, 
adalah wilayah yang mengambarkan kondisi ketersediaan dan 
mutu Air Tanah di Daerah. 

31. Harga Air Baku, yang selanjutnya disingkat HAB, adalah harga 
rata-rata Air Tanah per satuan volume di Daerah yang besarnya 
sama dengan nilai investasi untuk mendapatkan Air Tanah dibagi 
dengan volume produksinya. 

30. Komponen Kompensasi Pemulihan, yang selanjutnya disebut 
Komponen KP, adalah komponen NPA yang ditetapkan sebagai 
upaya pemulihan sumber daya air. 

29. Komponen Sumber Daya Alam Air Tanah, yang selanjutnya 
disebut Komponen SDA, adalah komponen NPA yang dipengaruhi 
oleh kondisi lingkungan tempat pengambilan air tanah yang 
dilakukan secara berkala sesuai dengan peru bah an kondisi 
potensi sumber daya air. 

27. Harga Dasar Air, yang selanjutnya disingkat HDA, adalah harga 
air tanah per satuan volume yang akan dikenai Pajak Air Tanah. 

28. Faktor Nilai Air Tanah, yang sclanjutnya disingkat FNA, adalah 
suatu bobot nilai dari Komponen Sumber Daya Alam Air Tanah 
dan Komponen Kompensasi Pemulihan, besarnya ditentukan 
berdasarkan subyek kelompok pengguna Air Tanah serta volume 
pengam bilan Air Tanah. 

26. Nilai Perolehan Air Tanah, yang selanjutnya disingkat NPA, adalah 
nilai Afr Tanah yang telah cliambil dan dikenai Pajak yang 
besarnya sama dengan volume air yang diambil dikalikan dengan 
Harga Dasar Air. 



47. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, yang selanjutnya 
disingkat BPHTB, adalah pajak at.as perolehan hak atas tanah 
dan / atau bangunan. 

46. Klasifikasi NJOP adalah pengelompokan nilai jual rata-rata 
atas permukaan bumi atas permukaan bumi berupa tanah 
dan/atau bangunan yang digunakan sebagai pedoman 
untuk memudahkan penghitungan pajak terutang. 

45. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak, yang sclanjutnya 
disingkat NJOPTKP, adalah nilai tertentu yang ditentukan dalam 
Peraturan Wali Kota ini sebagai faktor pengurang NJOP dalam 
perhitungan PBB. 

43. Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada 
Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang 
digunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak 
dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. 

44. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah 
dasar pengenaan pajak bagi PBB berupa harga rata-rata yang 
diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan 
bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, yang ditentukan 
melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, at.au 
nilai pero1ehan baru, atau NJOP pengganti. 

41. Bumi adalah perrnukaan burni yang meliputi tanah dan perairan 
pedalaman serta laut wilayah kota. 

42. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan 
secara tetap pada tanah dan/ atau perairan sungai. 

39. Air Tanah Dalam adalah Air Tanah yang memiliki tingkat 
kesulitan yang Iebih tinggi dibandingkan dengan Air Tanah 
Dangkal dalam hal pengambilannya, tetapi umumnya mernpunyai 
potensi yang besar dan tidak mudah terkena penccmaran. 

40. Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan, yang selanjutnya disingkat 
PBB, adalah Pajak atas burni dan/atau bangunan yang dimiliki, 
dikuasai, dan/ atau dimanfaatkan oleh orang pribadi a tau badan, 
kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha 

.- perkebunan, perhutanan dan pertambangan, 

37. Perusahaan Daerah Air Minurn, yang selanjutnya disingkat PDAM, 
adalah PDAM Tirta Raharja. 

38. Air Tanah Dangkal adalah air yang terdapat dalam akuifer bebas 
yang mempunyai kemudahan dalam pengambilannya tetapi rawan 
terhadap pencemaran dan pada umumnya mempunyai potensi 
yang tcrbatas. 



55. Basis Data adalah Kumpulan infonnasi objek dan subjek Pajak 
Bumi dan Bangunan sert.a data pendukung lainnya dalam suatu 
wilayah administratif pemerintahan tertentu serta disimpan dalam 
penyimpan data. 

56. Pemeliharaan Basis Data adalah pelaksanaan pemeliharaan basis 
data yang telah terbentuk karena adanya peru bahan data objek 
dan su byek pajak. 

54. Blok adalah Zona Geografis yang terdiri dari sekelompok objek 
pajak yang dibatasi oleh batas alam dan / a tau buatan manusia 
yang bersifat permanen/tetap, seperti jalan, selokan, sungai dan 
sebagainya untuk kepcntingan pengenaan Pajak Bumi dan 
Bangunan dalam satu wilayah administratif pemerintahan 
Kelurahan. 

53. Nilai Indikasi Rata-rata adalah nilai yang dapat mewakili nilai 
tanah dalam suatu zona nilai tanah. 

52. Zona Nilai Tanah adalah suatu zona geografis yang terdiri atas 
sekelompok objek pajak yang mempunyai satu Nilai Indikasi Rata 
rata yang dibatasi oleh batas penguasaan/pemilikan objek pajak 
dalam satu wilayah administratif kelurahan yang tidak terikat 
kepada batas Blok. 

51. Peta Zona Nilai Tanah, yang selanjutnya disebut Peta, adalah Peta 
yang menggambarkan suatu zona geografis yang terdiri dari atas 
sekeJompok objek pajak yang mempunyai suatu Nilai Indikasi 
Rata-rata yang dibatasi oleh batas penguasaan/pemilikan objek 
pajak dalam suatu wilayah administratif kelurahan. 

50. Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya 
disingkat LSPOP, ada1ah Lampiran surat yang digunakan oleh 
Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi 
dan Bangunan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan perat.uran 
perundang-undangan perpajakan daerah dan Iampirari tidak 
terpisahkan dari bagian SPOP. 

49. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat 
SPOP, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk 
melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan dan 
Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang 
undangan perpajakan daerah. 

48. Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, yang 
selanjutnya disingkat SSB, adalah bukti pembayaran atau 
penyetoran BPHTB. 



66. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, 
adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah 
pokok pajak yang terutang. 

64. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu 
saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian 
Tahun Pajak sesuai dengan kctentuan peraturan perundang 
undangan perpajakan daerah, 

65. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat 
NPWPD, adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai 
sarana dalam administratif perpajakan yang dipergunakan sebagai 
tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam 
melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. 

(satu) Tahun 
Tahun buku 

Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 
kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan 
yang tidak sama dengan Tahun kalender. 

63. 

62. Masa Pajak adalah jangka waktu l (satu) bulan kalender atau 
jangka waktu lain yang diat.ur dalam Peraturan Wali Kota ini 
paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib 
Pajak untuk menghitung, rnenyetor, dan melaporkan Pajak yang 
terutang. 

61. Mutasi objek/subjek PBB, yang selanjutnya disebut Mutasi, 
adalah perubahan atas data objek/subjek pajak yang diakibatkan 
oleh jual beli, waris, hibah, dan cara perolehan hak atas Tanah 
dan/ a tau Bangunan lainnya. 

60. Penilaian individu adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan 
terhadap objek PBB dengan cara memperhitungkan karakteristik 
dari setiap objek PBB. 

58. Daftar Biaya Komponen Bangunan, yang selanjutnya disingkat 
DBKB, adalah Daftar yang dibuat untuk memudahkan 
perhitungan nilai bangunan berdasarkan pendekatan biaya yang 
terdiri dari biaya komponen utama dan/ atau biaya komponen 
material bangunan dan biaya komponcn Iasilitas bangunan. 

59. Penilaian Massal adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan 
secara sistematis untuk sejumlah objek PBB yang dilakukan pada 
saat tertentu secara bersamaan. 

57. Pemutakhiran Basis Data adalah pekerjaan yang dilakukan untuk 
menyesuaikan data yang disimpan di dalam basis data dengan 
data yang sebenarnya di lapangan. 



75. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang Pajak dan 
biaya Penagihan Pajak. 

74. Pcnagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Wajib 
Pajak atau Penanggung pajak memperingatkan, melaksanakan 
penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, 
mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, 
melaksanakan penyanderaan serta menjual barang yang telah 
disita. 

72. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya 
disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang 
menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kelebihan 
pembayaran pajak, karena jumlah kredit pajak lebih besar 
daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang. 

73. Surat Keputusan Pembetulan adalah Surat keputusan yang 
membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau 
kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan 
perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam 
Surat pemberitahuan pajak terutang, Surat Ketetapan Pajak 
Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat 
Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat 
Keputusan Keberatan. 

71. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang se1anjutnya disingkat 
SKPDN, adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jurnlah 
pokok pajak sama besa.rnya denga.n jurnlah kredit pajak atau 
pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. 

70. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, 
adalah Surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/ atau sanksi 
administratif berupa bunga dan/ a tau denda. 

69. Kas Daerah adalah Bank yang ditunjuk olch Pemerintah Kota 
untuk memegang Kas Daerah. 

68. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, 
adalab bukti pembayaran atau pcnyetoran Pajak yang telah 
dilakukan dengan menggunakan forrnulir atau telah dilakukan 
dengan cara Iain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang 
ditunjuk oleh Wali Kota. 

67. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat 
SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan 
besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 
yang terutang kepada Wajib Pajak. 



85. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan 
secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi 
keuangan yang meliputi harla, kewajiban, modal, penghasilan dan 
biaya, serta jurnlah harga pero1ehan dan penyerahan barang atau 
jasa yang ditutup dengan rnenyusun laporan keuangan berupa 
neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun pajak tersebut. 

84. Putusan Banding adalah putusan Badan peradi1an pajak atas 
banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh 
Wajib Pajak. 

83. Banding ada1ah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib 
Pajak atau pcnanggung pajak terhadap keputusan yang dapat 
diajukan banding berdasarkan peraturan perundang-undangan 
perpajakan yang berlaku. 

82. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas 
keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat 
Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, 
Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap 
pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan 
oleh Wajib Pajak. 

81. Keberatan Pajak adalah Keberatan atas SPPT, SKPD, STPD atau 
SKPDLB. 

80. Biaya Penagihan Pajak adalah biaya pelaksanaan Surat Paksa, 
Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pengumuman Lelang, 
Pembatalan Lelang dan biaya lainnya sehubungan dengan 
penagihan pajak. 

79. Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis 
adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat yang ditunjuk untuk 
menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk 
me1unasi utang pajaknya. 

78. Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan adalah surat perintah 
yang diterbitkan oleh Pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan 
Penyitaan. 

77. Juru sita Pajak, yang selanjutnya disebut Juru sita, adalah 
pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi pcnagihan 
seketika dan sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan 
dan penyanderaan. 

76. Penyitaan adalah tindakan Juru sita Pajak untuk rnenguasai 
barang Penanggung Pajak, guna dijadikan jaminan untuk 
melunasi Utang pajak menurut peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. 



----------------- 

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal4 

(1) Setiap calon Wajib Pajak Reklame harus mendaftarkan sebagai 
Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah melalui Badan Pengelola 
Pendapatan Daerah dalam jangka waktu selambat-Iambatnya 7 
(tujuh) hari sebelum Reklame dipasang. 

(2) Pendaftaran ca1on Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), dilakukan sebagai berikut: 
a. calon Wajib Pajak atau kuasanya rnengambil, mengisi, 

menandatangani Iormulir pendaftaran yang disediakan oleh 
Badan Pengelola Pendapatan Daerah; 

b. formulir pendaftaran yang telah diisi dan ditandatangani 
disampaikan kepada Sadan Pengelola Pendapatan Daerah 
melampirkan syarat-syarat yang telah ditentukan yaitu : 
1. salinan identitas calon Wajib Pajak (kartu tanda 

penduduk atau surat izin mengemudi); dan 
2. izin penyelenggaraan Reklame. 

c. data yang disampaikan dimuat untuk dibuatkan SKPD; 

91. Kertas Kerja Pemeriksaan, yang selanjutnya disingkat KKP, adalah 
catatan secara rinci dan jelas yang dibuat oleh Pemeriksa Pajak 
mengenai prosedur Pemeriksaan yang ditempuh, data, keterangan, 
dan/ atau bukti yang dikumpulkan, pengujian yang dilakukan dan 
simpulan yang diambil sehubungan dengan pelaksanaan 
Pemeriksaan. 

90. Laporan Hasil Pemeriksaan, yang selanjutnya disingkat LHP, adalah 
Laporan yang berisi tentang pelaksanaan dan hasil pemeriksaan 
yang disusun oleh pemeriksa secara ringkas dan jelas serta sesuai 
dengan ruang lingkup dan tujuan pemeriksaan. 

89. Pemeriksaan Lapangan adalah pemeriksaan yang dilakukan di 
tempat kedudukan, diternpat objek pajak, tempat kegiatan usaha, 
tempat tinggal Wajib Pajak, atau tempat lain yang ditentukan oleh 
Bappenda. 

88. Pemeriksaan Kantor adalah pemeriksaan yang dilakukan di kantor 
Bappenda. 

87. Pemeriksa Pajak adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan 
Bappenda atau seorang ahli yang ditunjuk oleh Wali Kota yang 
diberi tugas, wewcnang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan 
pemeriksaan pajak. 

86. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan 
mengolah data, keterangan dan/ a tau bukti yang dilaksanakan 
secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar 
pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban 
perpajakan daerah dan / a tau tujuan lain dalam rangka 
melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan 
perpajakan daerah. 



3. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 9 

(1) Setiap calon Wajib Pajak yang melakukan pengambilan 
dan/atau pemanfaatan Air Tanah, wajib melakukan 
pendaftaran melalui Badan Pengelola Pendapatan Daerah 
selambat-lambatnya 15 (lirna belas) hari sebelurn pengambilan 
dan/atau pemanfaatan Air Tanah. 

(3) Terhadap penerimaan berkas pendaftaran, petugas Badan 
Pengelola Pendapatan Daerah memberi tanda terima 
pendaftaran. 

(4) Apabila ca1on Wajib Pajak tidak mendaftarkan diri dalam jangka 
waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Reklame 
telah dipasang, Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah 
melakukan pendaftaran Wajib Pajak secara jabatan, baik untuk 
Reklame yang memiliki izin maupun yang tidak merniliki izin 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 2. 

(5) Dalam hal Reklame yang dipasang tidak memiliki izm 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 2, Kepala 
Sadan Pengelola Pendapatan Daerah memberitahukan kepala 
satuan kerja perangkat Daerah yang membidangi urusan 
penertiban Reklame secara tertulis untuk ditindaklanjuti sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(6) Dalam hal calon Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 
(4) tidak diketahui keberadaannya, petugas Sadan Pengelola 
Pendapatan Daerah dapat rnemasang media peringatan untuk 
menutupi naskah Reklame dan sebagai bentuk pemberitahuan 
untuk rnelakukan pendaftaran. 

(7) Setiap Wajib Pajak Reklame wajib melaporkan data Reklame 
setiap Tahun dengan membayar Pajak Reklame untuk Masa 
atau Tahun Pajak berikutnya. 

(8) Dalam hal Wajib Pajak Reklame mengubah atau menambah 
naskah data Reklame dalam Masa atau Tahun Pajak berjalan, 
Wajib Pajak wajib memberikan pemberitahuan terlebih dahulu 
kepada Bad.an Pengelola Pendapatan Daerah. 

(9) Wajib Pajak Reklame yang tidak aktif sementara atau tutup, 
wajib rnelaporkan kepada Kcpala Badan Pengelola Pendapatan 
Daerah dengan mengirimkan surat penutupan usaha. 

(10) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sebelum tahun Pajak 
Reklame akan berakhir, Badan Pengelo1a Pendapatan Daerah 
wajib menerbitkan Surat Pemberitahuan kepada Wajib Pajak. 

(11) Bentuk media peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) 
tercantum dalam Lampiran XI Peraturan Wali Kota ini. 



6. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 13 

(1) Pendaftaran objek PBB baru dilakukan oleh Subjek Pajak atau 
Wajib Pajak dengan persyaratan sebagai berikut : 
a. mengajukan permohonan secara tertulis dalarn Bahasa 

Indonesia yang ditujukan kepada Wali Kota melalui Badan 
Pengelola Pendapatan Daerah; 

b. mengisi SPOP, termasuk LSPOP, dengan jelas, benar dan 
lengkap; 

c. Wajib Pajak yang memiliki NPWP mencantumkan NPWP 
dalam kolom yang tersedia dalam SPOP; 

d. surat permohonan clan SPOP termasuk LSPOP sebagaimana 
dimaksud pada huruf a dan huruf b, ditandatangani oleh 
Subjek Pajak atau Wajib Pajak; 

5. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 12 

Badan Pengelola Pendapatan Daerah harus melaporkan Wajib Pajak 
yang tidak berizin, tidak memiliki meter air, tidak memperbaiki meter 
air dan tidak melakukan tera ulang kepada Instansi yang berwenang. 

(4) Perhitungan terhadap pencatatan meter air sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) ditetapkan secarajabatan. 

(5) Apabila Wajib Pajak Air Tanah tidak memiliki meter air, 
perhitungan Volume Pemakaian Air Tanah ditetapkan secara 
jabatan. 

(6) Penetapan pemakaian secara jabatan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan oleh Kepala Bappenda. 

(7) Pencatatan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
dilakukan oleh Petugas Pencatat yang ditunjuk Badan Pengelola 
Pendapatan Daerah. 

(8) Petugas Pencatat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
melaporkan keadaan meteran air yang dituangkan dalam Serita 
Acara atau Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Pengambilan Air 
Tanah. 

(9) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dievaluasi 
dan diverifikasi oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah. 

(10) Badan Pengelola Pendapatan Daerah berkoordinasi 
dan menyampaikan basil pernakaian Air Tanah sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) kepada Dinas Energi dan 
Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat dalam rangka 
penetapan NPA. 



(3) Pencatatan meter air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak 
dapat dilakukan, jika : 

a. Meter air rusak; atau 
b. Meter air belum di tera ulang. 

4. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 11 

(l) Dalam rangka perhitungan NPA, Badan Pengelola Pendapatan 
Daerah wajib mencatat pernakaian air tanah oleh Wajib Pajak 
setiap bulan dengan menggunakan SPTPD. 

(2) Pencatatan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
berdasarkan pernakaian air tanah yang dihitung dengan 
meter air. 

(7) Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah melakukan 
pemutahiran data terhadap Wajib Pajak lama yang 
mendapatkan perpanjangan Izin atau Izin baru sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2). 

(8) Bentuk media peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
tercantum dalam Lampiran XI Peraturan Wali Kota. ini. 

(2) Pendaftaran Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
wajib mengisi formulir dengan benar dan 1engkap serta 
ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dengan 
melampirkan : 

a. salinan identitas dlri; 
b. salinan akta pcndirian dan legalitas perusahaan atau 

lem baga, bagi W ajib Pajak Badan; dan 
c. salinan izin pemanfaatan/pengusahaan Air Tanah, bagi yang 

diwajibkan memiliki izin. 

(3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), calon Wajib Pajak tidak melakukan pendaftaran, Kepala 
Badan Pengelola Pendapatan Daerah melakukan pendaftaran 
terhadap Wajib Pajak secara jabatan. 

(4} Dalam hal calon Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) tidak diketahui keberadaannya, petugas Badan Pengelola 
Pendapatan Daerah dapat mem.asang media peringatan sebagai 
bentuk pemberitahuan untuk melakukan pendaftaran. 

(5) Terhadap Wajib Pajak yang telah melakukan pendaftaran, 
Badan Pengelola Pendapatan Daerah menerbitkan NPWPD. 

(6) Dalam rangka pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dan (3), Bappenda dapat berkoordinasi dengan Instansi penerbit 
lZlTI. 



e. surat permohonan dan SPOP tennasuk LSPOP disampaikan 
kepada Wali Kota selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari 
terhitung sejak diterimanya SPOP oleh Subjek Pajak atau 
kuasanya; dan 

f. melampirkan dokumen pendukung sebagai berikut : 
1. salinan kartu tanda penduduk atau identitas diri lainnya; 
2. salinan bukti kepemilikan/penguasaan/pemanfaatan 

tanah, berupa sertifikat, akta jual beli, girik atau 
dokumen lain yang sejenis; 

3. salinan Tzin Mendirikan Bangunan bagi yang memilik.i 
bangunan; 

4. salinan NPWP, bagi yang telah merniliki NPWP; dan 
5. Surat Keterangan Tanah dari Lurah setempat. 

(2) Formulir SPOP dan LSPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b, disediakan dan dapat diperoleh dengan cuma-cuma di 
TPPT. 

(3) Dalam hal penandatangan surat permohonan dan SPOP 
termasuk LSPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d 
dilakukan oleh bukan Subjek Pajak atau Wajib Pajak, 
permohonan harus dilampiri dengan Surat Kuasa. 

(4) Dalam hal Wajib Pajak atau Subjek Pajak tidak melakukan 
pendaftaran Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (l}, 
Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah melakukan 
pendaftaran secara jabatan. 

(5) Dalam hal Wajib Pajak atau Subjek Pajak sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) tidak diketahui keberadaannya, petugas 
Badan Pengelola Pendapatan Daerah dapat memasang media 
peringatan sebagai bentuk pemberitahuan untuk melakukan 
pendaftaran. 

(6) Dalam hal Wajib Pajak tidak memiliki Izin Mendirikan 
Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f 
angka 3, Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah 
memberitahukan kepala satuan kerja perangkat Daerah yang 
membidangi pcnertiban Bangunan untuk ditindaklanjuti sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(7) Sanksi pidana dan/ atau sanksi administratif terhadap Wajib 
Pajak yang tidak memiliki Tzin Mendirikan Bangunan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak menghapus 
utang PBB. 

(8) Pembayaran atas Utang PBB yang tidak memiliki Izin 
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak menghapus sanksi 
pidana dan/ atau sanksi administratif sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

- 



8. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 23 

( 1) Nilai strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat {2) 
ditentukan oleh faktor: 
a. kawasan Reklamc; 
b. ukuran Reklame; 
c. sudut pandang Reklame; 
d. kelas jalan Reklame; dan 
e. jenis Reklame. 

(2) Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: 
a. kawasan khusus; 
b. kawasan selektif; 
c. kawasan perdagangan modem; 
d. kawasan perdagangan tradisional; 
e. kawasan jembatan penyebrangan; 
f. kawasan terbuka; dan 
g. kawasan pendidikan. 

7. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal20 

(l) Wajib Pajak mengajukan permohonan Mutasi kepada Kepala 
Badan Pengelola Pendapatan Daerah melalui Pejabat yang 
ditunjuk dengan melampirkan kelengkapan berupa: 
a. surat permohonan mutasi; 
b. bukti perolehanj'pengalihan objek pajak; 
c. bukti lunas PBB 5 (lima) Tahun sebelumnya; 
d. mengisi SPOP dan LSPOP; 
e. salinan identitas pemilik(kartu tanda penduduk atau surat 

izin mengemudi); 
f. salinan bukti kepemilikan/ penguasaan/ pemanfaatan 

tanah berupa sertifikat, akta jual beli, girik atau dokumen 
lain yang sejenis; 

g. surat keterangan berkaitan dengan alamat dan luas tanah 
dan/ a tau bangunan dari Lu rah setempat; dan 

h. surat kuasa, apabila dikuasakan. 

(2) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h 
tidak diperlukan, dalam hal permohonan mutasi diajukan 
bersamaan dengan permohonan validasi BPHTB. 

(3) Penyelesaian Mutasi sebagian dan/atau seluruh objek dan/atau 
subjek PBB melalui penelitian kantor/lapangan dituangkan 
dalam uraian penelitian. 

(9) Bentuk media peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 
tercantum dalam Lampiran XI Peraturan W ali Kota ini. 



9. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal24 

( 1) Penetapan NSR dibulatkan ke atas menjadi kelipatan 
Rp. 100,00 (seratus rupiah) : 
a. contoh : 768. 749 dibulatkan menjadi 768.800; dan 
b. contoh : 768.801 dibulatkan menjadi 768.900. 

(2) Apabila suatu objek Pajak Reklame dapat digolongkan lebih dari 
satu Kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2), 
perhitungan Nilai strategis ditetapkan menurut Kawasan yang 
harga dasarnya paling tinggi. 

(3) Apabila suatu objek Pajak Reklame dapat digolongkan lebih dari 
satu Kelas Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 
ayat (5), perhitungan Nilai strategis ditetapkan men urut jenis 
Reklame yang harga dasarnya paling tinggi. 

(4) NSR untuk penyelenggaraan Reklame rokok, minuman 
beralkohol atau Reklame yang dipasang tanpa memiliki izin 
dikenakan tambahan 25% (dua puluh lima persen) dari basil 
perhitungan NSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, 
sebelum dikalikan tarif Pajak Reklame. 

(3) Ukuran Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
terdiri atas: 
a. luas Reklarne; dan 
b. ketinggian Reklame. 

(4) Sudut Pandang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 
terdiri atas: 
a. satu arah; 
b. dua arah; 
c. tiga arah; dan 
d. empat arah. 

(5) Kelas Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri 
atas: 
a. jalan Nasional; 
b. jalan Provinsi; 
c. jalan To1; dan 
d. jalan Kota. 

(6) Nilai strategis sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dihitung 
dengan menjumlahkan harga dasar faktor kawasan, sudut 
pandang Reklame, kelas Jalan dan jenis Reklame dikali dengan 
ukuran luas reklame ditambah dengan ketinggian dikali harga 
dasar ketinggian. 

(7) Harga dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (6), tercantum 
dalam Lampiran IV Pera tu ran Wali Kota ini. 



Pasal 27 

( 1) Kepala Badan Pengelola Pendapatan atau Pejabat yang ditunjuk 
melakukan penghitungan dan penetapan NPA sebagairoana 
dirnaksud dalam Pasal 26 ayat (2). 

(2) NPA sebagaimana dimaksud ayat ( l) dinyatakan dalam rupiah 
yang dihitung dengan rumus sebagai berikut: 

[ Volume air yang diambil x HAD J 

10. Ketentuan Pasal 27 ayat (6) diubah, sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

(5) Rumus perhitungan penambahan NSR sebagaimana dirnaksud 
pada ayat (4) adalah: 

L!sR = NSR a:.r-:;:-(NSR awal X 25%~ 

(6) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayal (4) yang belum 
mengajukan izin atau sudah mengajukan pennohonan izin 
tetapi belum dipenuhi persyaratannya sampai dengan masa 
atau tahun pajak berikutnya, dikenakan tambahan NSR sebesar 
50 o/o (Hrna puluh persen) dari NSR awal, sebelum dikalikan tarif 
Pajak Reklame. 

(7) Rumus perhitungan penambahan NPA sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) adalah: 

~SR - NS_R_a-wal + (NSR awal X SOo/o). , 

(8) Tambahan NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat 
(7) tidak dikenakan kepada Wajib Pajak yang telah mengajukan 
permohonan izin dan telah melengkapi persyaratan. 

(9) Khusus untuk Reklame yang dipasang tanpa memiliki 
izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pembayaran 
Pajak Reklame tidak menghapus sanksi pidana dan/ a tau 
sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(10) Pengenaan sanksi pidana dan/atau sanksi administratif 
sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tidak serta merta 
menghapus utang Pajak Reklame. 

(11) Khusus untuk Pajak Reklame Kain, Reklame 
Melekat/Stiker /Poster, Reklame Peragaaan dikategorikan pada 
Kelas Jalan Kota dan Kawasan terbuka. 



11. Di antara Pasal 30 dan Pasal 31 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 
30A yang berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 30A 

(1) Wajib Pajak yang melakukan pengambilan dan/atau 
pemanfaatan Air Tanah tanpa izin sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 12, dikenakan tambahan NPA sebesar 25% (dua 
puluh lima persen) dari NPA awal, sebelum dikalikan tarif Pajak 
AirTanah. 

(2) Rumus perhitungan penambahan NPA sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), sebagai berikut: 

~ = NPA awal + (NPA awal X 25%). J 
(3) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum 

mengajukan izin sampai dengan 11 masa pajak berikutnya, 
dikenakan tambahan NPA tambahan NPA sebesar 50 °/o (lima 
puluh persen) dari NPA awal, scbelum dikalikan tarif Pajak Air 
Tanah. 

(4) Rumus perhitungan penambahan NPA sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3), sebagai berikut : 

~ = NPA awal + (NPA awal X 50%). j 
(5) Dalam hal Wajib Pajak telah mengajukan permohonan izin dan 

tclah melengkapi persyaratan namun izin belum diterbitkan, 
tambahan NPA scbagaimana dimaksud pada ayat {4) tidak 
dikenakan. 

~Komponen SDA x bobot.J + (Komponen KP x bobotJj 

(5) Bobot komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
ditentukan masing-rnasing sebagai berikut: 
a. bobot Komponen SDA adalah 0,6; dan 
b. bobot Komponen KP adalah 0,4. 

(6) HAB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan 
sebesar Rp. l.500/m3 [seribu lima ratus rupiah per meter kubik) 

(3) HOA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan 
rumus sebagai berikut: 

[ FNA x HAB ' I 
(4) FNA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan 

rumus sebagai berikut: 



\ 

Pasal 32 

( 1) Kepala Bad an Pengelola Pendapatan Daerah menetapkan Pajak 
yang terutang dengan rnenerbitkan: 
a. SKPD untuk Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah; dan 
b. SP.PT atau SKPD PBB untuk PBS. 

(2) Penerbitan SKPD sebagaimana dim.aksud pada ayat (1) huruf a 
didasarkan pada tata cara penghitungan Pajak yang terutang 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 sampai dengan 
Pasal 30. 

(3) Penerbitan SPPf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
didasarkan pada SPOP, termasuk LSPOP sebagaimana 
dirnaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b. 

(4) Penerbitan SKPD PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (l) 
huruf b dilakukan, apabila: 

a. SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat { 1) huruf 
e, tidak disampaikan dan setelah Wajib Pajak ditegur secara 
tertulis oleh Wali Kota sebagaimana ditentukan dalarn Surat 
Teguran; dan 

b. berdasarkan basil pemeriksaan atau keterangan lain 
ternyata jumlah Pajak yang terutang lebih besar dari jumlah 
pajak yang dihitung berdasarka.n SPOP yang disarnpaikan 
oleh Wajib Pajak. 

(5) Dalam hal hasil penghitungan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 21 sampai dengan Pasal 31 menunjukkan tidak ada utang 
Pajak, Kepala Badan Penge1ola Pendapatan Daerah menerbitkan 
SKPDN. 

(6) Format SKPD dan SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dan SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tercantum 
dalam Lampiran Vl yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Wali Kota ini. 

12. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai 
berikut: 

(6) Sanksi pidana dan / atau sanksi administratif terhadap 
pengambilan dan/ a tau pemanfaatan Air Tanah sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) atau ayat (3), tidak menghapus utang 
Pajak Air Tanah. 

(7) Pembayaran atas utang Pajak Air Tanah atas pengambilan 
dan/ a tau pemanfaatan Air Tanah sebagaimana dirnaksud pada 
ayat (1) atau ayat (3), tidak menghapus sanksi pidana dan/atau 
sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang 
undangan. 



Pasal34 

(1) Wajib Pajak membayar atau menyetor Pajak yang terutang 
selambat- lambatnya pada tanggal jatuh tempo pembayaran. 

(2) Tanggal jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dihitung sebagai berikut: 
a. untuk Pajak Reklame, 1 (satu) bulan kalender setelah SKPD 

terbit; 
b. untuk Pajak Air Tanah, pada akhir bulan berjalan sejak 

diterbitkan SKPD atau STPD; dan 
c. untuk PBB, 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT 

atau 1 (satu) bulan sejak diterimanya SKPO PBB. 

(3) Dalam hal pencetakan SPPT dilakukan secara massal 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a, tanggal 
jatuh tempo pembayaran PBB ditetapkan dalam SPPl' dengan 
mernpertimbangkan waktu efektif pengiriman SPPT. 

(4) Dalam hal tanggal jatuh tempo pembayaran pada hari libur, 
batas waktu pembayaran jatuh pada hari kerja berikutnya. 

(5) Pajak yang terutang dengan SPPf /SKPD pada saat jatuh tempo 
pembayaran tidak dibayar atau kurang bayar, dikenakan sanksi 
administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan, 
yang dihitung dari saat jatuh tempo SPPT /SK.PD sampai dengan 
hari pernbayaran untuk jangka waktu paling lama 15 
(lima belas) bulan sejak saat terutangnya Pajak. 

14. Ketentuan Pasal 34 ayat (2) huruf a diubah, sehingga berbunyi 
sebagai berikut: 

l 3. Ketentuan Pasal 33 ayat (2) ditambahkan 1 (satu) angka, yakni 
angka 5, sehingga berbunyi sebagai berikut : 

Pasal33 

( 1) Dalam rangka rneningkatkan efisiensi pelaksanaan tugas, 
khususnya yang terkait dengan penandatanganan SKPD, SP.PT 
atau dokumen sejenis lainnya, penandatanganan SKPD, SPPT 
dapat dilakukan dengan cetakan tanda tangan dan cap basah. 

(2) SK.PD, SPPT dapat ditcrbitkan melalui : 
a. pencetakan massal; 
b. pencetakan dalam rangka: 

1. pembuatan salinan SKPD atau SPPT; 
2. penerbitan SKPD atau SPPT sebagai tindak lanjut atas 

keputusan keberatan, pengurangan atau pembetulan; 
3. tindak lanjut pendaftaran objek pajak baru; 
4. mutasi objek dan/atau Subjek Pajak untuk PBB; 

dan/ atau 
5. Pembetulan SKPD atau SPPT. 



16. Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga berbunyi scbagai berikut: 

Pasal38 

(1) Tahapan pelaksanaan Penagihan Pajak terutang yang tidak atau 
kurang bayar setelah jatuh tempo pern bayaran diatur sebagai 
berikut: 

a. penerbitan STPD dalam hal utang Pajak tidak dibayar atau 
kurang bayar setelah tanggal jatuh tempo untuk dilunasi 
paling lambat 1 (satu) bulan sejak diterbitkan; 

Pasal 35 

(l) Pajak yang terutang dibayar pada Kas Daerah melalui TPPT, 
bank atau tempat lain yang ditunjuk oleh Wali Kota 
sebagaimana tercantum dalam SKPD,SPPT /SKPD PBB. 

{2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang di.tunjuk, 
hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah paling 
lambat I (satu) x 24 (dua puluh empat) jam atau dalam jangka 
waktu lain yang ditentukan oleh Wali Kata. 

(3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dan ayat (2) dilakukan dengan menggunakan SSPD atau 
dokumen lain yang dipersamakan dengan cara pembayaran 
manual atau pembayaran secara elektronik ( electronic payment 
system). 

(4) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus 
<libayar seka1igus atau lunas. 

(5) Pembayaran dengan eek Bank/Giro Bi1yet Bank, baru dianggap 
sah apabila telah dilakukan kliring. 

(6) Wajib Pajak menerima salinan SSPD atau bukti lain yang sah 
sebagai bukti telah melunasi pembayaran Pajak ke Kas Daerah 
dari TPPT, bank atau tempat lain yang ditunjuk oleh Wali Kota, 
namun bukan merupakan bukti pemberian izm atas 
penyelenggaraan Reklame, pengusahaan/pemanfaatan Air 
Tanah atau pendirian Bangunan. 

(7) Selain salinan SSPD atau bukti lain yang sah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), khusus Wajib Pajak Reklame 
mendapatkan stiker lunas untuk Reklame yang bersifat 
permanen atau dicap lunas bagi Reklame tertentu yang bersifat 
non permanen. 

(8) Wajib Pajak wajib memasang stiker sebagaimana dimaksud 
pada ayat (7) pada Reklame yang dipasang pada tempat yang 
mudah terlihat. 

15. Ketentuan Pasal 35 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 



b. penerbitan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat 
lain yang sejenis sejak saat jatuh tempo pelunasan 
padaSTPD; 

c. Wajib Pajak harus melunasi Pajak yang terutang dalam 
jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak langgal terbit Surat 
Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain 
yang sejenis; 

d. Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang 
sejenis sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c, 
diberikan sebanyak 3 (tiga) kali; 

e. penerbitan Surat Teguran tahap kedua dapat disertai dengan 
peringatan berupa penempelan media peringatan pada Objek 
Pajak yang bersangkutan; 

f. apabila jumlah Pajak yang belum dibayar tidak dilunasi 
dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat 
Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, 
Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah menerbitkan 
Surat Paksa setelah lewat 21 (dua pu1uh satu) hari kerja sejak 
Surat Teguran atau Surat Peringatan atau atau surat lain 
yang sejenis sebagaimana dimaksud pada huruf d; 

g. apabila Pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka 
waktu 2 X 24 (dua kali dua puluh empat) jam setelah Surat 
Paksa diberitahukan kepada Penanggung Pajak, Kepala 
Badan Pengelola Pendapatan Daerah segera menerbitkan 
Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan; 

h. apabila utang Pajak dan/atau biaya Penagihan pajak tidak 
dilunasi setelah dilaksanakan Penyitaan, setelah lewat l O 
(sepuluh) hari kerja sejak tanggal pelaksanaan Penyitaan, 
Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah mengajukan 
permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor 
Lelang untuk melaksanakan penjualan secara lelang terhadap 
barang yang disita. 

(2) Pemberitahuan Surat Paksa dan pelaksanaan Penyitaan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan e, 
dilaksanakan o1eh Juru sita. 

(3) Juru sita sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan 
diberhentikan oleh Kepala Sadan Pengelola Pendapatan Daerah 
sesuai persyaratan yang berlaku berdasarkan dengan peraturan 
perundang-undangan. 

(4) Dalam rangka Penagihan dengan Surat Paksa dan/ atau 
Penyitaan, selain kewajiban terhadap Pajak yang terutang, 
Penanggung Pajak juga dikenakan Biaya penagihan Pajak. 



Masa Pajak; dan 

b. sanksi administrasi berupa bunga, denda dan/ atau kenaikan 
pajak dalam surat ketetapan pajak atau STPD. 

(3) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif 
berupa bunga dan/ atau denda disebabkan keterlambatan 
pembayaran pada masa pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) huruf a, dilakukan sebagai berikut : 

a. Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis kepada 
Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah dalam waktu 
paling lambat 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo kecuali 
apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu 
tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar 
kekuasaannya; 

b. Surat Permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a 
harus dicanturnkan alasan yang jelas dengan pemyataan 
kekhilafan. wajib pajak atau bukan karena kesalahann.ya, dan 
melampirkan SSPD yang t.elah diisi dan ditandatangani 
Wajib Pajak; 

c. atas permohonan yang disetujui, Kepala Badan Pengelola 
Pendapatan Daerah mengurangkan atau menghapuskan 
sanksi administrativ berupa bunga atau denda akibat 
keterlambatan pembayaran pada Masa Pajak, dengan cara 
menuliskan catatan/keterangan pada sarana pembayaran 
SSPD bahwa sanksi tersebut dikurangkan atau dihapuskan; 

bunga dan/ atau 
pembayaran pada 

administra tif beru pa 
disebabkan keterlambatan 

a. Sanksi 
denda 

17. Ketentuan Pasal 44 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 44 

(1) Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah karena jabatannya 
atau atas permohonan Wajib Pajak dapat rnengurangkan atau 
menghapuskan sanksi aclministratif berupa bunga, denda 
dan/atau kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi 
administratif tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak 
atau bukan karena kesalahannya. 

(2) Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif berupa 
bunga, denda, dan kenaikan pajak terutang sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan terhadap: 

(5) Besamya Biaya penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4) berpedoman pada peraturan perundang-undangan. (6) 
Format STPD, Surat Teguran, Surat Peringatan, Surat Paksa 
tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan W a1i Kota ini 



a. kondisi tert.entu objek pajak yang ada hubungannya dengan 
subjek pajak; 

Pasal 47 

(1) Pengurangan PBB dapat diberikan kepada Wajib Pajak 
karena : 

18. Ketentuan Pasal 47 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

d. Wajib Pajak melakukan pcmbayaran pajak dalam waktu 
1 x 24 {satu kali dua puluh empat) jam sejak disetujuinya 
permohonan; 

e. terhadap permohonan yang ditolak, Kepala Badan Pengelola 
Pendapatan Daerah menugaskan Pejabat yang ditunjuk : 

l. menuliskan catatan keterangan pada sarana pembayaran 
SSPD bahwa sanksi tersebut dikenakan sebesar 2o/o { dua 
persen) per bulan untuk kemudian dibubuhi tandatangan 
dan namajelas; dan 

2. rnenerbitkan STPD atas pengenaan sanksi bunga tersebut. 

(4) Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif berupa 
bunga, denda dan/atau kenaikan pajak dalam Surat Ketetapan 
Pajak atau STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf b,dilakukan sebagai berikut : 

a. wajib pajak mengajukan pennohonan secara tertulis kepada 
Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah dalam jangka 
waktu 4 (empat) bulan sejak surat ketetapan pajak diterima 
oleh Wajib Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat 
menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat 
dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya; 

b. pennohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a barus 
mencantumkan alasan yang jelas serta melampirkan : 

1. Surat Pernyataan Kekhilafan Wajib Pajak atau bukan 
karena kesalahannya; dan 

2. Surat Ketetapan Pajak yang menetapkan adanya kenaikan 
pajak terutang. 

(5) Berdasarkan Surat Permohonan dan lampiran sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) huruf b dan ayat (4) huruf b, pejabat 
yang ditunjuk oleh Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah 
segera melakukan penelitian administratif tentang kebenaran 
dan alasan Wajib Pajak maupun lampirannya. 



b. karena sebab-sebab tertentu lainnya dalam hal objek pajak 
terkena bencana alarn dan/atau sebab lain yang luar biasa; 
a tau 

c. akibat penyesuaian NJOP dengan persyaratan tertentu. 

(2) Kondisi tertentu Wajib Pajak yang ada hubungannya dengan 
Subjek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (]) huruf a 
adalah sebagai berikut: 
a. untuk Wajib Pajak orang pribadi meliputi: 

1. objek pajak pribadi dan Subjek Pajak pribadi anggota 
veteran pejuang kemerdekaan, penerima tanda jasa 
bintang gerilya, atau tanda jasa bintang kemiliteran dan 
sejenisnya atau janda/ dudanya dengan melampirkan 
surat keputusan sebagai veteran; 

2. objek pajak berupa lahan pertanian /perkebunan/ 
peri.kanan/ peternakan yang hasilnya sangat terbatas yang 
Wajib Pajakn.ya orang pribadi yang berpenghasilan rendah; 

3. objek pajak yang Wajib Pajak-nya orang pribadi yang 
penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan baik 
Pegawai Negeri Sipil/Tentara Nasional Indonesia/ 
Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau Pegawai 
Swasta, termasuk pegawai badan usaha milik 
negara/daerah), sehingga kewajiban PBB-nya 
sulit dipenuhi; 

4. objek pajak pribadi untuk masyarakat tidak mampu 
dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu 
(SKTM). 

b. Wajib Pajak badan meliputi : 

1. Wajib Pajak badan yang mengalami kerugian dan 
kesulitan likuiditas di atas Rp. 5.000.000.000,- (lirna 
milyar rupiah) pada Tahun sebelumnya sehingga tidak 
dapat memenuhi kewajiban dibuktikan dengan laporan 
keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik. 

2. Rumah Sak.it swasta, lembaga pendidikan swasta dengan 
persyaratan tertentu. 

(3) NJOP karena persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf c dikarenakan NJOP tanah dan/atau Bangunan 
meningkat akibat perubahan lingkungan dan/atau dampak 
positif pembangunan. 



(3) Jangka waktu permohonan pengurangan sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) diajukan pada: 
a. paling lambat 3 (tiga] bulan sejak diterimanya SKPD atau 

SPPT; 

b. paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak terjadinya 
bencana alam dan/ a tau kejadian luar biasa. 

20. Ketentuan Pasal 49 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 49 

(1) Wajib Pajak at.au Penanggung Pajak rnengajukan permohonan 
pengurangan secara tertulis dengan menggunakan Bahasa 
Indonesia kepada Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah. 

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
dikuasakan yang dibuktikan dengan surat kuasa dan dibubuhi 
materai. 

Pasal 48 
( 1) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 4 7 dapat 

diberikan: 
a. sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari PBB yang 

terutang dalam hal kondisi tertentu sebagaimana dimaksud 
dalarn Pasal 47 ayat (2) huruf a angka 1; 

b. sebesar 50% (Hrna puluh persen) dari PBB yang terutang 
dalam hal kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 47 ayat (2) huruf a angka 2 atau angka 4 serta Pasal 47 
ayat (2) huruf b angka 1 atau angka 2.; 

c. sebesar paling tinggi 25 % (dua puluh lima persen) dari PBB 
yang terutang dalam hal kondisi tertentu sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 4 7 ayat (2) huruf a angka 3; a tau 

d. sebesar 100% (seratus persen) dari PBB yang terutang dalam 
hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang 
luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) 
huruf b; 

(2) Pengurangan akibat penyesuaian NJOP sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 47 ayat (3) didasarkan pada perhitungan yang 
tercantum dalam Lampiran VHI 

(3) Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 
apablla ditetapkan paling tinggi sebesar 25°/o dilakukan 
perhitungan sesuai dengan Lampiran X. 

19. Ketentuan Pasal 48 diubah, sehingga berbunyi sebagai bcrikut: 



22. Ketentuan Pasal 65 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 65 

(1) Pengembalian kelebihan pajak dilakukan dengan menerbitkan 
Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak. 

(2) Surat Perintah Membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diterbitkan oleh Kepala Badan dan disampaikan kepada 
Bendahara Umum Daerah melalui Badan Pengelola Keuangan 
dan Aset Daerah. 

(3) Berdasarkan Surat Pcrintah Membayar sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2), Bendahara Um um Daerah menerbitkan Surat 
Perintah Pencairan Dana sesuai ketentuan peraturan perundang 
undangan. 

(4) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak berdasarkan Surat 
Perintah Pencairan Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
dilakukan dengan dibayar langsung atau pemindahbukuan ke 
rekening bank atas narna pemohon sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

{S) Dalam hal kelebihan pembayaran Pajak diperhitungkan dengan 
utang Pajak lainnya, pembayaran dilakukan dengan cara 
pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku 
sebagai bukti pengembalian kelebihan pembayaran Pajak. 

21. Ketentuan Pasal 55 dihapus. 

(4) Permohonan Pengurangan diajukan oleh Wajib Pajak atau 
Penanggung Pajak dengan persyaratan : 
a. hanya dapat dilakukan terhadap l (satu) objek pajak; 

b. permohonan hanya dapat diajukan terhadap Ketetapan 
Pajak untuk objek pajak yang ditempati; 

c. melampirkan salinan SPPT/SKPD PBB yang dimohon; 

d. pennohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Kuasa 
Wajib Pajak; 

e. melampirkan dokumen pendukung antara lain: 

1. untuk Wajib Pajak Veteran/Janda Veteran melampirkan 
surat keputusan sebagai Veteran; atau 

2. untuk Wajib Pajak pribadi yang tidak mampu dibuktikan 
dengan Surat Keterangan Tidak Marnpu; 

f. tidak mempunyai tunggakan pajak berurutan sejak lima 
Tahun sebelumnya dengan meJampirkan STIS/SSPD/ 
tanda bukti lunas lain yang sah. 



BERITA DAERAH KOTA ClMAHT TAHUN 2018 NOMOR ?;~ 

AJAY MUHAMMAD PRJATNA 

ttd 

W ALI KOTA CIMAHl, 

Ditetapkan di Cirnahi 
pada tanggal 8 M ~re.tr !2..:-. 1 S> 

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan 
Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya da1am Berita Daerah 
Kota Cimahi. 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal Il 

Pelaksanaan Pasal 24 ayat (1), ayat (6) dan ayat (7) serta Pasal 30A ayat 
(1), ayat (2)1 ayat (3) dan ayat (4) diberlakukan selambat-lambatnya 6 
(enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Wali Kota ini. 



NIP. 

Cimahi, 
KEPl\LA BAPPENDJ\ 

Telah dikukuhkan pada tata usaha Ba<lun Pengclola Pendapatan Daerah Kota Ci.mabi 
sebagai Wajib Pajak. Dengan terbitnya surat ini, maka clalam melaksanakan hak clan 
kewajiban yang bcrkenan dengan Pajak Reklame, Pajak Air 'l'anah, dan Pajak Bumi dan 
Bangunan wajib mencantumkan NPWP sejak tanggal . 

8. Kade Seri Faktur Pajak 

[ ] Pajak Reklame I l Pajak Air Tanah 
[ l Pajak Dumi clan Bangunan 

1. Nama 
2. Nomor Pokok Wajib Pajak DA~RAH 

(NPWPD) 
3. Klasifi.kasi Lapangan Usaha 
4. Alamat 
5. Status Modal 
6. Status Usaha 
7. Kewajiban Pajak 

Sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Wali Kola Nomor 5 Tahun 2015 tentang 
Pemungutan Pajak Daerah yang dipungul berdasarkan Penetapan Wali Kota sebagairnana 
telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Wall Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Tata Cara. Pemungutan Pajak 
Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Wali Kota dengan ini diterangkan bahwa: 

SURAT PENGUKUHAN SEBAGAI WAJIB PAJAK 

PEMERlNTAH DAERAH KOTA CIMAHI 
BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH 

JL. Rd. Dcmang Hardjakusumah Dlok Jati Kota Cimahi Gd. C. Lantai 2 
Tclp, (022)-6652559 Fax (022) 6632308 

Website: clmahikota.go.id Cimahi 40513 Jawa Baral 

1. SURAT PENGUKUHAN WAJlB PAJAK 

PERATURAN WALI KOTA CIMAHI 

NOMOR 10 'TO.hvn ~alt 
TANGGAL '! ftlt1.<t~ io\\ 
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALL KOTA 

CIMAHI NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG 
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH 
YANG DIPUNGUT BERDASARKAN 
PENETAPAN W ALI KOTA 

LAMPTRAN I 



Nama Jelas 

Tandatangan dan Cap Pcrusahaan 

Meterai Rp. 6.000 

. , 20 ... 

sebagai Pemilik Penanggung jawab pada perusahaan karni, 

Demikian kami sarnpaikan. 

1. Nama 
2. Jabatan 
3. No. Telepon/HP 
4. Email 

Menugaskan ; 

Yang bertanda ta ngan di bawah ini : 
1. Nama . 
2. Jabaten : Direksi atau Yang Dikuasakan 

Jl. Rd. Dcmang Hardjakusumah Blok .Jati Cimahi Gd. C Lantai 2 
Kata Cimahi Telp. 022-6652559 Fax (022) 6632308 

Kepala Sadan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi 

Yth. 

Penunjukan Sebaga.i Pemilik Pcnanggung Jawab Usaha 
W ajib Pajak 

Segera 
Nomor 
Sifat 
Lampiran 
Perihal 

............ ' . 
KOP PERUSAHAAN - 

SURAT PENUNJUKAN SEBAGAI PEMILIK PENANGGUNG JAWAD USAHA WAJIB PAJAK 

2. SURAT PENUNJUKAN SEBAGAI PEMlLIK/PENANGGUNG JAW AB USAHA 
WAJIB PAJAK 



Keterangan : 

·k} Dilampirkan fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah sesuai dengan isian format diatas 

Nama Jelas 

Tandatangan dan Cap Peruschaan 

Meterai Rp. Ci.000 

............. , 20 . 

Dengan mcnyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termo.suk sanksi-sanksi sesuai 
dengan kctcntuan Peraturan Wali Kota Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemungutan Pajak 
Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Wall Kola yang berlaku saya menyatakan 
bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas adalah benar dun lengkap . 

I 

1 Pajak Reklame 

2 Pajak Air Tanah 

3 Pajak Bumi dan 
Bangunan 

NPWPD Nama Wajib Pajak/Penanggung 
Pajak 

No I Jenis Pajak Daerah 

1. Nama 
2. Klasiflkasi Lapangan Usaha 

,,- 3. Alamat 
4. St.A tus Modal 
5. Status Usaha 
6. Kepemilikan NPWPD"I 

Yang bcrtanda tangan di bawah ini : 

SURAT PERNYATAAN KEPEMILIKAN NPWPD 

1. SURAT PERNYATAAN KEPEMILTKAN NPWPD 

PERATURAN WALI KOTA CIMAHI 

NO MOR 
TANGGAL 
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA 

CIMAHI NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG 
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH 
YANG DIPUNGUT BERDASARKAN 
PENETAPAN WALI KOTA 

LAMPIRAN n 



AJAY MUHAMMAD PRlATNA 

W ALI KOTA CIMAHI, 

ttd 

uwo,.r< MEMBIIYAR l'fwAK SECARA 1'&1'AT DAN BENIIR ANIJil TURUI' MBMllANOUN Y.DTA CltMHI 

VIWW.cimahikota.go.id/email: dinaspendatankotacimahi@gmail.com 

4. Dalam hal Wajib Pajak pindah domisili, supaya melaporkan ke Bappenda Kota Cimahi 

3. NPWPD agar dicantumkan dalam ha1 berhubungan dengan dokumen perpajakan daerah 

2. Kartu ini harap disimpan baik-baik dan apabila hilang, agar segera mclapor kc Kantor Pclayanan 
Pajak Terpadu Kot.a Cimahi 

1. Kartu ini diberikan atas jenis usaha / Obyek Pajak: .. 

PERHATIAN 

b. Kartu NPWPO Tampak Belakang 

NAMA PERUSAHAN 
ALAM AT 
NPWPD 
WAJIB PAJAK/ PENAN<i-GUNG 
PAJAK 

NO. REG : - Bappenda 

NOMOR POKOK WAJJB PAJAK DAERAH 

PEMERJNTAH DA.BRAH KOTA CIMAHI 
BADAN PENGELOLA Pl<.:NDAP.•\TAN DAERAH 

JL. Rd. Demang Ilardjakusumah Blok Jati Kota Cimahi Gd. C. Lantai 2 
Tclp. (022)-6652559 Fax (022) 6632308 

Website: cimahikota.go.id Cimahi 40513 Jawa Barat 

3. KARTU NOMOR PESERTA WAJIB PAJAK DAERAH 

a. Kartu NPWPD Tampak Depan 



NIP . 

........................... , tanggal . 

[~ lengkep dan Benar 
Pemohon, 

Peh.1gas, 

3. PRRNYATAAN 
Dengan mcnyad.ari sepenuhnya akan segala akibatnya terrnasuk sanlcsi-sanksl sesuai dcngan 
ketentuan Peraturan Wru.i Kota Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemungutan Pujwc Daerah yang 
dipungut bcrdasarkan Penetapan Wnli Kota yang berlaku saya menyatakan bahwa apa yang Lelah 
saya beritahukan di atas adalah benar dan lengkap. 

D 
D 
n 
D Alaean lain : 

Wajib Pajak yan~ tidak mcmpunyai kewajiban Pajak Daerah yang teluh mcnghentikan kegiat.an 
usuhanya 

Wajib Pajak yang mcrniliki Jebih dari 1 (satu) Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah untuk menentukan 
Nomor WaJib Pajak Daerah yang 1 .. lapat digunakan sebagai sarana administratif dulwn pelaksanaan hak 
dan pemenuhan kewajiban perpajakan. 

Wajib Pajak udak lagi memenuhi syarat sebagui Wajib Pajak Kena Pajak Daerah karenayang 
bersangkuran sudah tidak lagi 
Melakukan pembayaran 

felah ditel ti : 

2. ALASAN PENGHAPUSAN NPWPD 

~~~-' Gelar Belakang LJ r [Tl l Oelar Depan 

2. Nama Waj,h Pajak Daerah 

l. :'-lomor Pokok Wajib Pajak 
nae rah 

1. IDRNTITAS WAJIB PA.JJ\K 

Nomor LHV / LI IP 

-Jeniu Penghapusan O Secara Jabatan [l l'crmohonan Wajib Pajak 

Sl&MUA INFORMASI HARAP DUSI DENGAN RURUP BBSAR/CETAK. Isi atau borl tanda x pada kotak jowllban yang 
seauai. {LUmt PotunJukl 

FORMULIR PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH 

PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI 
SADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH 

JL. Rd. Dernang Hardjakusurnah Blok .Jati Kota Cimahi Gd. C. Lantal 2 
'T'clp. (022)-6652559 Fax (022) 6632308 

Website: cirnahlkota.go.id Clmahi 40513 ,Jawa Barat • 
2. FORMULIR PENGHAPUSJ\N NOMOR PO KOK W AJIB PAJAK DAJ<~RAH (NPWPD) 



Formullr Penghapusasn Nomor Pokok \Vajib Pajak Daerab 
ditandatangani oleh pemohon atau kuasa pemohon. Dalam hal 
penghapusan secara jabatan, clitandatangani oleh pengusul 

C.P~RNYA'l'AAN 
Cukup Jelas 

Cata tan 

U. ALASAN .PENGHAPUSAN NPWPD 
Diisi dengan Landa silang (X) pada kotak yang sesuai dcngan alasan penghapusan NPWPD. 
Jika memilih alasan lain, uraian alasan mohon dituliskan secara jelas, 

diisi dengan nomor NPWPD Wajib Pajak yang mengajukan 
penghapusan NPWPD atau dlhapuskan secara jabatan 

diisi dengan nama Wajib Pajak Daerah yang mengajukan 
penghapusan NPWPD ato.u dihapuskan sccara jabatan sesual 
yang tertulis dalam Kartu NPWPD atau Surat Keterang Terdaftar 
(SKT). Oelar ditulis dalam hal Wajih Pajak orang Pribarli 
memiliki gelar 

diisi dengan tanda silang (XJ pada kotak Permohonan Wajih 
Pajak jika formulir diisi dan ditandatangant oleh Wajib Pajak, 
atau kotak Penghapusan Secara ,Jabatan jika formulir diisi dan 
rlitandatangani oleh Pctugas. 
Oiisi dcngan nomor LHV / LHP yang mendasari penghapusan 
Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan. 

2. Nama Wajib Pajak 

A. TDENTITAS WAJlB PAJAK 

1. Nomor Pokok Wa.jib 
Pajak Daerah 

Nomor LIIV / LHP 

Jcnis Penghapusan 

PRTUNJUK PENGISJAN 
FORMULIR PENOHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAEAAH 



AJAY MUHAMMAD PRI/\'l'NA 

Ditetapkan di Cimahi 
Pada tanggal .. 

WALI KOTA CIMAlll 

Kcpurusan Wali Kota ini mulai bcrlaku pada w.nggal 

Mcmcnuhi pembayaran pejak scsuai Surat Kctctapan yang tolah 
diterima: 

KETIGA 

Untuk penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Da.erah; KEDUA 

NPWJ'I) [ I I I I I -, I 

Mcngahulkan Surat Permohonan Saudara . 
Nomor . . .. .. .. . .. . Tanggal .. .. . yang bertindak 
untuk dan atas nama Wajib Pajc\k Saudara yang 
beralamat . 

Menetapkan 
Pri:RTAMA 

MEMUTUSKAN 

2. Dst. 

1. Peraturan Wali Kota Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pcmungutan Pajak 

Daerah yang clipungut berdasarkan Penetapan Wali Kota; 

Mengin&at 

NPWPD 

.............................. yang beralarnat · · 

Pajak Wajib sebagai 

Surat Permohonan Saudara Nomor Tanggal .. 

yang bertindak untuk dan Illas nama 

Membaca 

PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJJB PAJAK DAERAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALl KOTA CIMAHI, 

TEKTANG 

KEPUTUSAN WALl KOTA ClMAHI 
NOMOR: . 

PROVINSJ JAWA BARAT 

3. SURAT KEPUTUSAN PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH 



BERlTA DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2018 NOMOR 

AJAY MUHAMMAD PRIATNA 

WALI KOTA CTMAHT, 

ttd 

AJAY MUHAMMAD PRIATNA 

Ditetapkan di Cimahi 
Pad a tanggal .. 

WALI KCYI'J\ CJMJ\HI 

Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal . 

Untuk penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Dacrah; 
Memenuhi pembayaran pajak sesuai Surat Ketl'ltapan yang telah diterima; 

KEDU 
KETIGA 

·N~~;Pn .. ·········r··~·i··~o-=i~···r···· .. ·····i······i·····i····· 

Menolak Surat Permohonan Saudara Nomor 
............................... Tanggal yang bcrtindak untuk dan atas 
nama Wajib Pajak Saudara yang heralamat. 

Menetapkan 
PERT AMA 

MEMUTUSKAN 

3. Peraturan Wali Kola Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemungutan Pajak Daerah 
yang dipungut bcrdasarkan Pcnctapan Wah Kota; 

4. IJ:.l. 

Mengingat 

NPWPD 

PENOLAKAN PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJJB PAJAK DAERAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA BSA 

WALi KOTA CIMAHI, 

Surat Perrnohonan Saudara Nomor Tanggal yang 
bertindak untuk dan atas nama sebagai 
Wajib Pajak yang beralamat . 

Mcmbaca 

TENT ANG 

KEPUTUSAN WALi KOTA CIMAHI 
NOMOR: . 

PROVINSI JAWA BARAT 

4. SURAT KEPUTUSAN PENOLAKAN PENGH/\PUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK 
DAE RAH 



- 
UPAH PEKBRJA 

HARGA SE'REL,U~~ 
HARGATAHU~ NO I\AMA 8AHAN / UPAH PEKt,;l{JA SATUAN PELIMPAHAN 'l'AHUN 

2013 2015 

0101 MANOOR IIR 40,50000 83,000.00 

0102 KEPALJ\ TUKA~O HR 36,450.00 79,000.00 
>- - 

Ol03 TUKANO HR 33,750.00 72,000.00 - 0104 l'~KERJA IIR 25,650.00 61,000.00 - 
BAHAN BATU/PASJR . - HAROA SEBELUM HA~CA TAIIUN KODE :'iA~1A RAHAN / UPAH PEKER.JA I SA'l'UAN PF:Ln1PAHAN TAHUN 2015 2013 

0201 PASIR URUG M3 t>5,000.00 68,500.00 

- 0202 PASIR PASANG M3 72,000.00 195 000.00 

0203 PASIRBETON MJ 60,000.00 255,000.00 - - -- 
0204 HATU KAl.1 M3 65 000.00 65,000.0Q__ 

0205 BATU KORAL {UNTUK BETON! M3 75,000.00 190 000.00 

0206 SPLIT 1/2 - 2.3 CUNTUK HETOI\) M3 70,000.00 119,820.00 

0207 I BATU BATA DH 1,000.00 1,150.00 .... - 
0208 CONBLOCK 10XlOX20 BH 2,000.00 2.000.00 

SEMEN - 

I 
HARGA SEBELUM HARGA TAHUN KODE NAMA BAHAN / UPAH PEKERJA SA TUAN PELIMPJ\HAN TAIIUN 2015 2013 - - . 

0301 I S!!:~1EN PC ABU ABU ZII.K 31,050.00 69 000.00 

0302 SEM~N PUTIH ZAK 50,000.00 91,500.00 

KAYU 
I HARCA SIIDF.1.UM 

KODE !\AMA BJ\HAN / UPAH PEKEMJA i SATUAN PJl:LIMPAHAN TAHUN HARGATAHUN 

2013 2015 
.____ 

0401 KAYU KAMPF;R M3 3,320, l00.00 3,3'..!0 100.00 

0402 KAYU Ml!:RANTI M3 500,000.00 500,000.00 

0403 PAPAN TERENTANG (UNTUK Bt;KISTINO) M3 150 000.00 150,000.00 ,- I 

O•l-04 DOLKF.~ 0 8 10 <.:~ l:3TG 5,000.00 31 000.00 - 0405 DAUN PINTU RES! (RO!,· DOOR) M2 50000.00 50,000.00 

0406 KUS~N PINTU I .JENDELA ALl:MUNlUM Ml 55,000.00 SS 000.00 

0407 PINTU/JENOELA KACA ALUMUNIUM M2 175,000.00 175 000.00 - 
0408 JENDELA/l:30VE'lf,ICHT M2 25 000.00 25,000.00_ 

0409 PAPAN KAYU KAMPER M3 3,254,830.00 3 254 830.00 ,- 

DAHAN BESI/BAJA 
I HJ\RGA SEBELUM HAROATAH~ KOOE NAMA BAHAN / UPAH PEKER.JA SA TUAN PEI.IMPAHAJ\' TAHUN 2015 '.2013 

0501 BESI l:3ETON KO 1,500.00 9,500.00_ 

0502 KAWAT BETON KO 2 250.00 17,600.00_ 

__ 0503 DAJA PROFIL WF KG 2 800.00 2 800.00 

0504 BBSI PROFIL C KG 1 500.00 1,500.00 

0505 aesr PLAT KO 1 400.00 1,400.00 

0506 PAKU KG 2,000.00 20,250.00 .___ 

- 

DAFTAR BIAYA KOMPONEN BANGUNAN 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALT KOTA 
CIMAHl NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG 
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH 
YANG DTPUNGUT BERDASARKAN 
PENETAPAN WAL! KOTA 

PERATURAN WALi KOTA CIMAHT 

Nomor 
Tanggal 
Ten tang 

LAMPfRAN III 



I 0507 BOUT .KC 1,000.00 1.000.00 
0508 PJ\KU ASAES BH 100.00 100.00 
BAHANATAP 

HARGA SEBELUM HARGA TAHUN KODF. KAMA BAHAN j UPJ\H ?EKER.JA SATUJ\N PEUMPAHA:'.ll TAHUN 
?.013 2015 

0601 GTO AIASJ\/ PLETONG BH 500.00 1,820.00 
0602 KO DOK BH 400.00 2,550.00 
0603 Kl!:AAMlK OLAZUR RH 2,250.00 2,250.00 
0604 GTG l:3ETON DH 2,000.00 5,100.00 
0605 DE<..:.l<ABON (2 LBl<J M2 - 30,000.00 30,000.00 
0606 SIRJ\I' ULIN (100 BH) M3 - - 9,500.00 9,500.00 -- 0607 MIRES Gl!:LOMDANG ~14 9,000.00 35,000.00 .____ 
OG08 SF.NG GLI.:~ l:3JLS :13 LBI< 9,000.00 9,000.00 ...._ 
0609 AU:MUNIUM CLB M2 - 25,000.00 25,000.00 
0610 SOANDEX(STEELSHEET) LBR 20,000.00 20,000.00 

-- 
BA.HAN LANTAI 

I i 
-- 

HAl-(GA SEBELUM IIAROA Ti\HUN KOOB NAMA BAIIAN / UPAH PEKERJA SATUAN r•tIMPAHAN TAHUK I 2015 .....___ 
0701 UBIN PC ABU ABU M2 

2013 

7,500.00 7 500.00 .. 
0702 TERASO 30X30 M2 15,000.00 15,000.00 
070:l IQ;RAMIK :lOX30 LOKAL M2 30 000.00 301000.00 
0704 MARMER 30X30 LOKAL M2 50,000.00 50000.00 

0705 VINYL30X30 M2 6,000.00 25,370:22.._ 
0706 PAVING BLOCK (UNTUK PERK]j:RII.SAN JALAN) M2 27,000.00 53.500.00 ,_____ - 
0707 PARQUET (PARKE'l) M2 75,000.00 75.000.00 

BARAN LANGIT - LANGIT 
I - 

HARGA SEBELUM 
KODE I NAMA BAHAN / UPAH PEKERJA SATUAN PELDAPAHAK TAHUN IIARGA TAHUN 2015 

! 2013 

~ PLYWOOD 4'X8'X4' MM LBR 9,000.00 9000.oq_ 

0802 PLYWOOD 4 X8X6' M.\1 T.RR 10,000.00 10,000.00 

0803 PLYWOOD 4'X8'X3' MM LOR 13,000.00 13 000.00 

0804 ASBES I E'l'l!:RNIT .\12 2,000.00 2 000.00 

0805 AKUS1'1K 30X60 M2 30,000.00 30,000.00 

0806 GYPSUI\ M2 301000.00 30 000.00 

~ BAMBUANYAM M2 10,000.00 10 000.00 

0808 LIS KAYU 1/:l M2 1250.00 
-- 

1 250.00 

0809 LISP LANK M2 9 000.00 9,000.00 

DAHAN PlNTU /KACA/KUSEN - . 
HARCA SEBELUM 

l<ODE NAMA BAHAN / UPAH PEKERJA I SATUAN PF:l.lMPAHAN T/\HUN IIAROA TAHUN 2015 
2013 

0901 KUSEN ALUMlJNIUM M' 40,000.00 72,070.qQ_ 

0902 NAICO + KACA Dt\UN 5,000.00 75 000.00 

0903 1U\CA POLOS SMM M? 28890.00 95.000.00 

0904 Ki\CJ\ l<AYBAN 5\iM M2 25000.00 l'..! 000.00 

0905 KACA LI\MlNATED RAYBA.'1/ M2 100,000.00 100,000.00 

~090o R.(:'.'lOKA ALUMUNIUM M LS 15,000.00 15,000.00 

ALAT SANITAIR/PLUMBJNG 
HARGA SEBELUM 

KODE KAMA BAHAJ\ / UPAII PEKERJJ\ SATUAN P.l!:L!MPAHAN TAHUN HJ\RGA TAHUN 2015 
2013 

'--- 

1001 ASSES DATRA M2 50 000.00 50 000.00 - 
1002 KLOSE'!' DUDUK / MONOBLOK ~H 725,630.00 l 200,000.00 

1003 DATHTUB BH 600,000.00 600,000.00 

1004 WASTAFEL DH 200,000.00 395 000.00 

100:5 BAK MANDI .BH I 161'!,750.00 I IR2 700.00 

. ·- 



AJAY MUHAMMAD PRIATNA 

ttd 

WALI KOTA CIMAHI, 

. - 
lO()(i SHOW RR BH 70,000.00 115 000.00 

- - -- 
1007 BIDET Bii 500,000.00 500 000.00 

1008 URINOIR I BH 200,000.00 200,000.00 

1009 MEJA DAPUI{ BH 150.000.00 150,000.00 

1010 METAL ZINK 1 LUBAl\G Bil 60 000.00 60,ooq.oo 

1011 METAL ZINK 2 LUBANG Bil 85,000.00 85,000.00 

1012 PIPA GALVANIS O 1/2 :JP-6 Ml BTG I 21,600.00 21,600.00 

1013 PIPA GALVANIS O 3/4' IP=6 Ml BTG 11.000.00 I 17,000.00 
1--- 

1014 PIPA PVC O 3/4' (P=4 Ml BTG I 20,000.00 20,000.00 

1015 PTPA PVC O 4 ' {P-4 Ml BTG 20,000.00 20,000.00 

1016 SEPTICTANK + R1':MBESAN Bil 500,000.00 500,_900.00_ 

LAlN - LAlN 

KODE l I HARGA SEBEJ.UM HARGATAHUN 
NAMA BAHAN / UPAH PEKERJA SATUAN PELIMPAHAN TAHUN 2015 

! 1 2013 

l 101 I CATKAYU KG 16 880.00 50.300.00 . 
1102 CA"l'Tl!:~1BOK KG JO, 130.00 29,500.00 

1103 PAMUUR KG 5,000.00 5 000.00 
f- 

1104 MDIYAK CAT LTR 2,000.00 2,000.00_ 

1105 AMPLAS LBR 300,00 4,350.00 

1106 KUNCI BH 30.000.00 89,320.00 

,._l_!Q7 ENGSEL PSG 8,100.00 JS.000.00 

1108 UPAH PANCANG BETON M 16,000.00 16,000.00 - 
1109 DIREKSIKEET M2-L 2:'i,000.00 25,000.00 

1110 t,EM AICA AIBON KG 7 000.00 42,Q!iO.OO 
- 

1111 SALURAN ATR KOTOR M-LS 8 000.00 8,000.00 

1112 PIPA AIR BERSIH M 5,000.00 5,000.00 _ 

1113 KRAN All< IJII 15 000.00 15,000.00 

1114 ) TITIK LJ\MPU B.H '22,000.00 22 000.00 

1115 J &'TOP KO:KTAK BH 25 000.00 25,000.00 

1116 I SEKRTNG J PANEL BH 350,000.00 350,000.00 

1117 PRMBERSIIIAN I M2-L 1 000.00 1 000.00 - 
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p HARGA DASAR M2 (Rp.) Barga Dasar I 
illboard, Ppan, Megatron, Buah fRp) 

Videotron dan Sejenisnya Kain 
NO LOKASI/KAWASAN ' Spanduk, 

Umbul- 
<7M 7s.d <41 M ;?;41.M umbul, 

Banner& 
Seienisnya 

I ~ 

1 Kawasan Khusus 1,500,000 2,000,000 2,500,000 100,000 

2 Kawasan Selektif / 
RTH 1,000,000 1.500,000 2,000,000 80,000 
Kawasan 

3 Perdagangan I 

Modem 500.000 750,000 1,000,000 70,000 
Kawasan 

4 Perdagangan 
Tradisional 375,000 500,000 625,000 60,000 
Kawasan Jem batan 

5 Pcnyebrangan / 
Bando 3,000,000 4 000,000 5,000.000 50,000 ,_____ 

6 Kawasan 
Perumahan 200.000 250,000 300,000 40,000 ·- 

7 Kawasan Terbuka 150,000 200.000 250.000 30,000 - 
8 I 

,___ Kawasan Industri 100.000 150,000 200,000 25,000 

9 Kawasan 
Perkantoran 75.000 100,000 125,000 15,000 ~ 

10 Kawasan 

- Pcndidikan Militer 75,000 100,000 125,000 15,000 

b) Klasifikasi J alan 

HARGA DASAR M2 (Rp.) Billboard, Barga Dasar 7l 
Papan, Megatron, Videotron dan Buah (Rpt 

Sejenisnya Kain 
NO KLASIFI.KASI Spanduk, JALAN Umbul- 

<7M 7 s.d < 41 M ~41 M umbul, 
Banner & 
Sejenisnya 

1 Jl. Nasional 250,000 375,000 500,000 35,000 
2 ,J 1. Provinsi 200,000 300 000 37S 000 30 000 
3 Jl.TOL 200:000 300:000 I 375,000 I 30,000 
4 Jl. Kota 150 ooo I 20 000 200 000 250,000 

c) Klasifikasi Kawasan 



BERlTA DAERAH KOTA CIMAHl TAHUN 2018 NOMOR 'J?i 

AJAY MUHAMMAD PRlATNA 

ttd 

WALi KOTA ClMAHI, 

Tiza Arah 300, 00Q+-_..:..4s=-o=:2,-=-o=-oo;:......i..--=-60=-o=:2,..::..o-=-oo.:._j --.:3=-=s'-'-, o::..::o=-=o'-l 

_ 4___.__E_m_.LD._,a.::..:.t.::..Ar.:c...::.:.ah ___,,_4-'0....:0-"-, 0::..::0::...:0'-'--_ 600 ,000 800, 000 

3 

25,000 400,000 300,000 DuaArah 

50,000 

200,000 

~-ss::..::'a=tu=-.;:_Arah~:.=-----1-_..::...10"-0~,..::..00~0.c......i-·-_..::...15::..::0~,o-=-o"-o:;....+---=-3-=-00~,~o.::..o.::..o-+- 15~,~o~o___,o 

··---1------1---- 

2 

SUDUT PANDANG 

1--~---- ··------'-------'----- 

- 

~41M 7 s.d < 41 M <7M 

HARGA DASAR M2 (R ) I Harga Dasar I p. Buah (Rp) 
Billboard, Papan, Megatron, J K in 
Videotron dan Sejenisnya Spa:duk, 

e-- · · I · Umbul - 
umbul, 

Banner & 
Seienisnya 

NO 

d) Klasifikasi Sudut Pandang 



AJAY MUHAMMAD PRIATNA 

ttd 

WALI KOTA CIMAHI, 

2. Nilai Komponen Kornpensasi Peruntukan dan Pengelolaan 
Jenis Peruntukan/kelompok subjek Air Tanah 

Dahan Penunjang Perdagangan dan PDAM 
Produksi Jasa 

,__ - -· - - ---------l--------i 
3,00 2,00 1,00 

Air Permukaan 

0,60 

------ 
Tidak ada sumber air 

alternatif 1-----------~---- ----~ 0,10 

Lokasi Sumber Air d. 

Jenis Sumber Air 

~I _A_T_o_~-~-oa_m_~I __ A_T_:_~_;_~---~--P-~-'~-0-~·~ 

c. 

Kualitas Air 

=1 ==1A=,9=====0=~=9====o=~=o=~j-P-~-~-o---,I 
b. 

Aman Kritis Ra wan PDAM 
0,30 2,60 1,10 1,00 

1. Nilai Komponen SDA 
a. Zona 

KOMPONEN PENGHITUNGAN PAJAK AIR TANAH 

PERATURAN WALI KOTA CIMAHI 

NO MOR 
TANGGAL 
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 

WALI KOTA CIMAHI NOMOR 5 TAHUN 
2015 TENTANG TATA CARA 
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH YANG 
DIPUNGUT BERDASARKAN PENETAPAN 
WALl KOTA ~-----------~ 

LAMPIRAN V 



I PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI SKPD 
t IM AH I 

-~,,, BADAN PENGELOLA PENl)APATAN DAERAH (SURAT 
KBTETAPAJf PAJAK N'omor 

~ I JL. Rd. Demang Hardjakusurnah Blok ,Jal; 
DAERAH) 

Ma.6a Terbit RlS.04.0290 Kota Cimahi Cd. C. Lantai 2 
Telp. (022)-6652559 FAX (022) 6632308 I 20115 

j 
NAMA : 
ALAMAT : 

NPWPD : 
MASA PAJAK : 
JATUH TEMPO : - No Rekcnmg Uraian Rinoian Objek JtunlaJt 

-· - 
JumJah Ketetapan Pokoll: 
Sanksi: a. Denda/Bunga 

b. Kenaikan 
Jumlah Ketetaoan 

Terbilang : 
·- 

PBRHATIAN: 
Penyetoran dapat dllakukan melalul Bendaho.ra Ponerlma Dadan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Clmahl atau 
transfer ke Rekenlng Kaa Umum Oaorah Kota Cltnabi dl Bank Jabar nomor rekening 0230270000025 

TANDA TERIMA SKPD I Cimahi, .................................... 
NAMA Kepulu i:fflppcnda Kota Cimahi 
Nl'WPD 

SKPD 
ALA.MAT ........................................ 

NIP ................................... 

1. SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKPD) 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN 
WALI KOTA C1MAHI NOMOR 5 TAHUN 
2015 TENTANG TATA CARA 
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH YANG 
DJPUNGUT BERDASARKAN PENETAPAN 
WALT KOTA 

Nomor 
Tanggal 
Ten tang 

PERATURAN WALI KOTA CIMAHI LAMPIRAN VI 



( . 

Oilcnmo 191 
Tondo Tun~n l(-n,1t11n 

KetumhM 

NAMAWP 
Leta!< Ot,Jok POiek 

OISERAHKAN KE WAJIR PAJAK TGL. 
TANOA TANUAN NAMA PCTUUAS . 

Keterangan : •) Pajak terhutang dikonakan denda aobesor 2% perbulan, terhltung sejak jatuh tempo SPPT 

TGL. JATIJH TEMPO 
TEMPAT PEMOAYARAN : KE PALA SADAN 

PCNGtLOU\ PENOAPATAN OAERAH 

roTAL: 

INFORMASI TUNGGAKAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN -----------~ 

NPWPO· ~'=1:' '"'TI __ N-JO_P_P_F_R_m_"_(_R_p_J --· ---TO_T_AJ_NJ,_OP_(_R_p_) __ ... 

NJOP SobagaJ duar pongenHn PBS • 
NJOPTKP (NJOP Tklak Knna PnJok) 
NJOf' ur1tuk 1>4ngh1tung3n PBO 
f'>t38 t"'.l Y<M IIJ Tofnutang 

NAM/\ r>AN ALAMAT WAJIB PAJAK LETAK OBJEK PA,IAK 

NOP· 

2. SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG (SPPT) 



... 

PERHATIAN c( 
> 

1. Aoabila daliir~ SPPT terdapc1l ~a1-hal yarg n eragu~an ((X)fOlf.rl,Lp-ex diln larl·la11), Wa;o Paia z 
~" I menghubungi Bad an Per.g~lola Pelldapaton Daer ah Kola C:rn!lhi. z 

< 2 PajaK yarg lorllL '.ang harusdibayar 6ekal;gus. ..I 
3. P.j.lkyangtemutangltanladapatdibayarpadaTempatPembayararyargdttentu<anpadaSPPTri z 
4. 6ukbp911112sanpembay~anPBByangsahadaL1h: < a: Ill 

a. SJratTar:laTerinaSctcrsn(STTS1untukpem~atansoca,alan~smg c( co 
>11. b. SlflJkA Tt,l'bukh pembayaran dari Bank TP Elektronik bagi pembaya,an pajak secara elekbook. c( z 

5. Apab.la wnbeyaian Pajak diaksenakan dengan rransferlpemindahbJkuanlpflng rimar uang mel.11u co c( 

Bart/Kantor Pos, agar mencanlumkan nama WD!ill Pajak, No.10' Otje~ Pa'~k. NPWP <Ian 2rc w c( 
KooeAtur. ~z 

6 Paj2~ yang IArflula1~ yang tlda~ 01baya1 pooa tanggaljalu'l tempo. clkPnakansar ~ sellal3i berik~t. t-::, x: ..I 
a :Je,daAdrninis&os 2% se~an oori ~1mlah pajak yang lerl-.itang yang tidakditeyar; dan :, IIJ 

b. Oil2g ~ dengan STPD PBS, ddn dalam hal STPD P8B ti1lak dihmasi, cikwljutkan ce11ger Surat Ill) CL 
j;::: Paksa yan901ikuli dengan peny,taan dan pelel9~on e'.as ke~ayaan WajibPe,ai.. ... ~ 

7. Kebefll·an alas jllnlah pajak yang teih~tang pada SPf'T nl dapal liajl.kan ke Baden PC1!£elola 4(::) 

Pendapelan Dae1ah Kola Cimahl dalam jangke waktu 3 (lige} bulan seja~ 1aw1 c,tarinar}'a X: CD 
::,- 

SP:JTlnl. IX-< 
8. Permohona1 per~wrangan pajak ya,g dlsebab~an ~arellil kcn:lisi lertentiJ (ll>,ek ~ yang ada t- Cl 

(I) c( 
lul.rngarnp der19H1 Wi¥1J PaJa~ tlan aleu karena so~ijb-sebab lertenlli lainnya, harus d a.iu~an ::) a, 
~~lambs! l(liga)bulilltleihi:Jngsejak: s( IJJ 

t- (/) 
a. ditef,m3nyaSPPTini; c( :ii:: 
b :etjacir,a bencana e'an atau soo.:~sob.t>lainyangluar biusa. (l)z 

9. Batas wa~tu lersebut ~ada butir 7 den 8 dapat dlpe'J)lln1a1g, 1lka Wa;:b Pajak di1J131 meirl>".Jlikan 
I- 0 
I- a:: 

b.t.,,aha tersebt.:d.llJaik!lkuasaa,nya. (/) I- 
xir:: 10. Penyajran kebcratan, banding dan pergurangan ticak rronullda kewaf ~an mclllbayar r.a]* ctw 

11. Apabi!J Ol:,ek Pajak o'phoohta!YJ&rkan kepaoo p,h3k lain, tal< saluruh atau sebagfa,, WaJio Pa.ak ..1..1 zw 
l•arusmelaporka.1k~BadanPer,gelolaPendapatanDaeiahKolclCima1I ct- 

12. HXlPseh;gardasar pengenaan Pi38 pada SPPT lnl da,oat dlpergunakan sel>aga d.sarpe!lQGIWl) Boa Q. a: 
s< 

Pe'tiehan Ha<Atcs Taneh da, Bar,g.mnsesuaiderga, kelantuan Pe«le Kola Om.h l\'o.9 Ta!m 2011 ;c 
lsriang PajakOeerah ~ telitt diubah melakil Parda No. 6Tahun 2014. z 

13. ~ ~a. jatuh lem;x, leillis ta,gga! : c( 
c 

a 31 otdober,maka bulan I sete ah tanggaljatuh teirp)~la~ tang~al 1 Ho:e'Tlber s.'dla~JO c( 
NO',ember,btdanlladsfahtanggal 1 OesemberG!d31 Dcsember,ds!. I- z 

b. 10 Oklobcr, mwi oola, I setelilh langgal jaUl f~o adalah tar.ggal 11 Oktoocr sld tanooal 10 :E 
Navember; buiaA II adalah tanggal 11 November sld 10 Descmber,dsl 

Catatan: 

1. Pengaturan warna cetak SPPT PBB dapat disesuaikan dengan kebutuhan 

2. Dapat menarnbahkan ikon Kata Cimahi sesuai dengan kebutuhan 

3. Penambahan materi/pencantuman Peraturan Daerah disesuaikan dengan 

Peraturan Daerah yang berlaku. 



NIP . 
' , ....................• ,, . 

Cimahi, 
KEPALA BAPPENDA 

Dengan huruf . 

j. Catalan: 

1 Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Rp. I 
1 · 

2 Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak Rp. 
(NJOPTKP) ' 

3 N1lai Jual Objek Pajak Kena Pajak Rp. I~ (NJOPKP) 
4 PBB Terutang 
5 PBB yang seharusnya dibayar Rp. 
6 PBB yang telah dibayar I Rp 17 PBB yang lebih bayarltidak seharusnya NJHIL 

terutang ( 6~5) 

II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut di atas, jumlah yang masih harus dikembalikan adalah 
sebagai berikut : 

RT/RW: Blok/Kav/Nomor : 
Kecamatan 
Kode Pos 

Nama Wajib Pajak 
NOP 
Alamat Wajib Pajak 
Oesa I Kelurahan 
Kabupaten I Kata 

Berdasarkan Ketentuan Pasal 76 Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak 
Daerah yang diperbaharui dengan Perda No 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Alas Peraturan Daerah no 
9 tahun 2011 tentang Pajak Daerah, telah dilakukan pemeriksaan mengenai pelaksanaan kewajiban 
Pajak ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... yang dituangkan dalam Serita Acara dengan nomor : 
........................................ tanggal terhadap : 

/ 20 ...... 
Tanggal Jatuh Tempo: 

: 973/ Nomor 

Tanggal Penerbitan 

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH NIHIL (SKPON) 

PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI 

3. SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH NIHIL (SKPDN) 

I~.' ~ I BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH 
il _LL_. _R_d_._D_e-mang Ilardjakusurnah Blok .Jati Kota Cirnahi Gd. C. Lantai 2 

Telp. (022)-6652559 Fax (022) 6632308 
Websltc : cimahikota.go.id Cimahi 40513 Jawa Barat 



SEKRETARIS DAERAH KOTA ClMAHI 

AJAY MUHAMMAD PRIATNA 

ttd 

WALI KOTA CIMAHI, 

( ) 

............................................ T ahun . 
Yang Menerlma 

Namu 
Alamat 

NPWPD 

I AfllJ,\ I ~HIMA 

No.SKPDN . 

..................................................................................... Gunting dlslni .. 

-- SKPDN 

PEMERINTAH DABRAB KOTA CIMAHI (Surat Ketetapan PajakDaerah Nihil) 
C I M A H I 

• 
l:IAL>AN l'~;NGJ:;LOLA l'r:Nl>Al'A'l'AI\ DAF:RAH Masa Pajak ...... ·-·······-···· No. Urut 
JI,. Rd. Demang Hardjakusumeh Blok Jati Tahun Pajak . ..... ·-·······-·"· 

KotaCimahi Gd. C. Lantai 2 I I I I I I I Telp. (022)-6652559 Fax (022) 6632308 
~ Website: cimahikota.go.id Cimahi 40513 

.Jawa Barat - 
Nama : ... _.,,, ..................................... 
Alam at : ···-·········· ........ ,, .. _, ................ 
NPWPO : D D l I I I L ,-1 I D f 

I I I I 

Jatuh Ten1po : ........................................................... 

I. Oerdasarkan Ketentuan Pasat 76 Persturan Oaerah Kota Clmahl Nomor !) Tahun 2011 tentane Pojak Dacrah yang diperbaharul dengan Perda No G Tahun 2014 
tentall8 Per\lbahan Atas Peraturan Daerah no 9 tahun 2011 tentang Pajak Daerah, telah dllakukan pemeriksaan alau k!!lcrnngnn kii11 dlatas pelaksanaan kewajiban: 
Nama Pajak : ...................................................................... 

II. Oari pemPrik.-...1an ;at;au knl<!r;mg;m lain fH1~<•hu1 di ;1t;r;, pc1rhilung,,n jumlah yang maslh harus dibayar adalah sebagat benkut : 
1. Dasar Peng~"'""" Rp. 
2. Pajak yanp, Terutang Rp 
3. Kredlt Pajak 

ll. Kornpensasl kelellihan dari tahun sebelurnnva Rp. 
b. Setoran yang dllakuhn Rp. 
c. Laiu-laiu Rp. 
d. STP(Pokok) Rp. Rp. 

e. Jmntaf yang dapal dikreditka11 (<1 + l, + c + ti) Rp NIHIL 

4. Jumlah yang harus dlba-iar (2-3e) 

Clmahl, 

KEPALA BAPPENDA 

'"'•••••••p•••11•111111111111·1 11111 1'1 

NIP .................................... 


